REPUBLIK INDONESIA

No. 1346, 2019 KEMEN-LHK. Penetapan. Peta Indikatif.
Pemanfaatan Hutan. Kawasan Hutan Produksi.
Tidak Dibebani Izin. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c
dan huruf d, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 huruf a dan
huruf b, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 huruf a dan huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008,
pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan
melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman, hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman
hasil rehabilitasi serta hutan desa, dan hutan

kemasyarakatan;
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bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2014 tentang Tata
Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan
Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak
Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu, ditetapkan bahwa Kawasan Hutan Produksi
Terbatas diarahkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
(IUPHHK-RE), Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, diatur kawasan peruntukan
hutan produksi merupakan kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,
sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.19/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara
Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan hutan
pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Izin
untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.19/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan
Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan
Hutan Produksi yang tidak Dibebani Izin untuk Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif

Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan



Mengingat

1.
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Produksi yang tidak Dibebani Izin untuk Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



